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wid mnpeneenn s AL ASAN PENDUDUK PERLU TERLINDUNGI JAMINAN KESEHATAN

SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL (SJSN)

Hak konsitusional setiap orang &
wujud tanggung jawab negara

mmm TARIF BIAYA PELAYANAN
KESEHATAN TERUS
MENGALAMI KENAIKAN

@SN PERGESERAN POLA
PENYAKIT DARI INFEKSI
RINGAN KE PENYAKIT
DEGENERATIF KRONIS

mmm PASIEN TIDAK MEMPUNYAI
PILIHAN, MEMILIKI POSISI
TAWAR YANG LEMAH,
MENDAPATKAN INFORMASI
YANG ASIMETRIS

“Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial
Pasal 28 H yang memungkinkan pengembangan
avat 3 dirinya secara utuh sebagai manusia yang

D 45 bermanfaat”.

== PERKEMBANGAN

TEKNOLOGI
KEDOKTERAN "Negara mengembangkan sistem jaminan
SEMAKIN MAJU Pasal 34 sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah
ayat 2 dan tidak mampu sesuai dengan martabat
UuUD 45 kemanusiaan”.

== JATUH SAKIT BERDAMPAK
PADA KONDISI EKONOMI DAN
SOSIAL
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UU 40/2004 Tentang SISN
Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 19

Jaminan kesehatan bersifat wajib dengan tujuan

menjamin agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan

UU 24/2011 Tentang BPJS

Pasal 14

Setiap orang, termasuk orang asing yang
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di
Indonesia, wajib menjadi Peserta JKN

PP 86/2013 Tentang Sanksi Administratif Pasal 3
ayat 1 dan Pasal 5 Ayat 1

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:

a. Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada

BPJS; dan

b. Memberikan data diri dan pekerja serta anggota keluarganya

kepada BPJS secara lengkap dan benar

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara vyang

melanggar ketentuan diatas dikenai sanksi administratif.

DASAR HUKUM HADIRNYA PROGRAM JKN

UUD Tahun 1945
Pasal 28H Ayat 3:

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat

PERPRES 18/2020 TENTANG RPJMN

Cakupan Penduduk yang menjadi Peserta JKN
mencapai minimal 98% pada Tahun 2024

PERPRES 82/2018 PERPRES 59/2024
Pasal 2 dan Pasal 6

Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam
Program JKN dengan cara mendaftar atau
didaftarkan pada BPJS Kesehatan

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:

(1) PBI Jaminan Kesehatan; dan

(2) Bukan PBI Jaminan Kesehatan, terdiri dari :

a. PPU dan anggota keluarganya;
b. PBPU dan anggota keluarganya; dan
c. BP dan anggota keluarganya
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“Saya sekeluarga akan “Saya sekeluarga taat sebagai warga

terlindungi kalau sakit, negara yang menjalankan kewajiban - .
terutama sakit berbiaya sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004”" R - (c =
mahal” ' & R. El’ R B
: h o T
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Protection Qi PROTEKSI JAMINAN KESEHATAN
Hathe SELURUH PENDUDUK HANYA
AKAN TERWUJUD JIKA SELURUH
PENDUDUK BERGOTONG
ROYONG DENGAN MENJADI
PESERTA PROGRAM JAMINAN

Saya sekelga.fga dapat membantt: KESEHATAN NASIONAL
yang sakit jika saya tetap sehat
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ww ln\ Inl M + Rp. 130 Juta
'i‘ ® & lnl w Peserta = Rp. 35.000
|n| 'I ln‘ = . luran Peserta PBPU Kelas 3: Pemerintah Subsidi = Rp. 7.000
° w w 2000 - Pemerintah Pusat ( Rp. 4200)
w o M T Pemerintah Daerah ( Rp. 2.800)
0 w w y (& “ |n| Membutuhkan gotong royong dari
w ® 'E w o Peserta Sehat Membayar luran:
@
wl‘ ,i P 1 3.095 orang
o 1
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SEGMENTASI
KEPESERTAAN JKN

Peserta

Jaminan
Kesehatan

PPU & Anggota
Keluarga

PBPU & Anggota

Keluarga

BP & Anggota
Keluarga

PPU Negara
(PPU-N)

PPU Selain

Penyelenggara
Negara (PPU-S)

+ PBPU / BP Pemda

> Mandiri

Kolektif

Donasi

-
.’

Pejabat Negara - PNS Pusat
DPRD - PNS Daerah
KP desa dan - PPPK Pusat

Perangkat desa - PPPK Daerah

Prajurit AD, AL, dan AU
PNS AD, AL dan AU

- Anggota POLRI
- PNS POLRI
BUMN

BUMD

Veteran

Perintis Kemerdekaan

Pensiunan Pemerintah

Inestor

- Pemberi Kerja
- Penerima Pensiunan
Swasia
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
l . 3. PBPU/BP YANG DIDAFTARKAN PEMDA
1. PBI JK (luran dari Pemerintah) (luran dari Pemda dan Pemerintah Pusat)

luran  Rp42.000,-/orang/bulan luran  Rp42.000,-/orang/bulan

’---------~

i
luran dibayar oleh Pemerintah Pusat | Bantuan luran dari i Bantuan lurandari
- luran dibayar oleh Pemda i Pemda i} Pemerintah Pusat
Untuk menjamin keberlangsungan dan Kesehatan I | " Rp4.200,-/ Jbul I
keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Provinsi Rp35.000,-/orang/bulan) i Rp2.800,-/orang/bulan I : p4.200,-/orang/bulan "
brkontribusi sebesar Rp2.000 — Rp2.200 sesuai 1 ] i
kapasitas fiskal daerah L} 7 A\ J
T ——— \---------,
4. PBPU MANDIRI
2. PPU (iuran dari Pemberi Kerja dan Pekerja) (luran dari Peserta dan bantuan dari Pemerintah)
» Pekerja
Gaji Pokok + Tunjangan tetap KELAS 1 KELAS 2
Batas atas Rp. 12.000.000,- IRP15°-°0'°-' IRP10°-00|0:' KELAS 3
T —— orang/bulan orang/bulan
berdasarkan UMR Kab/Kota
¥
[ Menanggung5 I luran Peserta Kelas Ill berasal dari 3 sumber:
| AnggotaKeluarga | - luran Peserta Rp35.000,-/orang/bulan
‘) & Tambahan Keluarga ! - Bantuan luran (Pemda)Rp2.800,-/orang/bulan
Pemberi  lainnya: 1%/orang ,l - Bantuan luran dari Pemerintah PusatRp4.200,-/orang/bulan

Kerja

Sumber: - Perpres Nomor 64 tahun 2020
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®,40® Badan Penyelenggara Jaminan Sosial KEAKTIFAN KEPESERTAAN JKN'KIS
Jumliah
Kab/Kota Penduduk Peserta Aktif Yo
(SMT 12023)
1 |KAB. BANGLI 256,631 239,708 | 93.41
2 |KAB. GIANYAR 503,546 403,896 | 80.21
3 |KAB. KARANGASEM 530,542 487 177 | 91.83
4 |KAB. KLUNGKUNG 220,491 205,631 | 93.26
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A yang dikenal kepada Pemberi Kerja Selain
' \ Penyelenggara Negara mefiputi:

a. Perzinon terkalt usoha!

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan b. gg ;'eogg dipestukan dalam mengikuti tender
Setiap Oﬁ::. selain pemberi l:"’a: Pekerja, dan Pemb:l Kerja ] Selain c. iinmemperkerakan teroga kera agng
nerima bantuan iuran wajib: Pe nggara Negara dan Setia y . s -
f Mendaftarkan dirinya ld:m pekerjanya sebagai or::ge, sgexl?lln ?emberl ker]: = ?r%iemhoon og et i el
peserta mada BPJS; dan Pewa, dan penerima bantuan e, in mendrikan bangunan
b. Memberikan data diri dan pekerja serta anggota luran yang melanggar ketentuan
keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar diatas dikenai sanksi 27 |
administratif. o
Sanksi tida dapat
tertentu yang dikenai kepada setiap orang,
‘ selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima
bantuan iuran meliputi:

a. lzin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. Surat 1zin Mengemudi (SIM);

INPRES NO. 01 / 2022

d. paspor; atau

e_Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK}).
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INSTRLIKS] PFRESIDEN

HINATE 1) TN HTH N
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Dalam rangka mengoptimalkan
implementasi Program JKN yang
mencakup seluruh masyarakat,
Presiden menerbitkan Instruksi
kepada 30 Kementerian/ Lembaga
untuk mendukung terlaksananya
implementasi Program JKN dengan
memastikan kepesertaan IKN Aktif
bagi Masyarakat dan mengambil

langkah-langkah sesuai tugas, fungsi,

dan kewenangan masing-masing.

Daftar Kementerian/Lembaga yang mendapat Instruksi Presiden
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Kemenko PMK

Kemenko Ekenomi
Kemendagr
Kemenlu
Kemenag
Femkumhzam
Kemenkeu
Kemendskbudnstek
Kemenkes
Kemenaker
Kemenperin
KemenPUPR
Kemenhub
Kominfo
Kementan

Kolaborasi untuk JKN:

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022

Kementenan Kelautan dan
Perikanan

Kementerian ATR/BPN
Kemeneg BUMN
Kemenkop UKM
Kemensos
Kemendesa POTT
Kemenparekraf
Kemeninves/BKPM

POLRI

BFZH
27 BPJS Kesehatan
268 Gubermur
29 Bupati / Wali Kota
30 DJSN

25, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
untuk:

|a.

|

melakukan penyempurnaan regulasi  untuk
memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi,
Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian adalah Peserta
aktif dalam program Jaminan Kesehatan

Nasional: dan

. meningkatkan

upaye penegakan  hukum
terhadap Pemberi Kerja selain Penyelenggara
Negara vang belum melaksanakan kepatuhan
membayar iuran program Jaminan Kesehatan
Nasional,

Inpres No 1/2022: Upaya yang dilakukan Negara dalam Memastikan
Setiap Masyarakat telah Mendapatkan Haknya dalam Memiliki Jaminan Kesehatan




BPJS Kesehatan Tindak Lanjut INPRES 01/2022 di Kepolisian Negara Rl

Badan Penyelongaars Jamman Saskal

Revisi Perpol No. 5 Tahun Revisi Perpol No. 18 Tahun Revisi Perpol No. 7 Tahun
2021 2014 2021
(Penerbitan SIM) (Penerbitan SKCK) (Penerbitan STNK)

KORLANTAS BAINTELKAM KORLANTAS

Terbit PerPol No. 6
Tahun 2023

(Penerbitan SKCK)

Terbit PerPol No.2

Draft Revisi Perpol
(Penerbitan STNK)

4 D R

Dilaksanakan uji coba Implementasi Perpol No. 6 Th 2023

(Pemberlakuan Persyaratan Kepesertaan JKN Aktif bagi
Pemohon SKCK, di 12 titik layanan SKCK ; 6
Polrestabes/Polresta/Polres dan 6 Polsek, masa Uji Coba 1
Maret sd 31 Mei 2024)

4 y J
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Bacian Penyelenggara Jamenan Soual

SKEMA ALUR LAYANAN SIM DALAM IMPLEMENTASI PERPOL NO.2 TAHUN 2023

UJI PRAKTEK & PENCETAKAN &
[ 5|MULATUH§\ PENYERAHAN rﬁ"ﬁﬂﬂslpﬂﬂ

PENCERAHAN

[ PENDAFTARAN } IDENTIFIKASI & PENGUIJIAN

\ ¥

=

( a.Padasaat pamw:lmni'lh‘l. petugas
PEMOHON SIM a. Proses pengecekkan status memastikan kembali kepesertaan JKN
Mengajukan persyaratan kepesertaan JKN dilakukan aktif | _
lengkap termasuk oleh petugas, melalul web b. Bagi pemohon SIM yg kepesertaan JKN
melampirkan kepesertaan portal (berdasarkan nomor sudah aktif dari awal, maka SIM langsung
Kn ) diserahkan
Melalui i h':.lmhu“ ot c. Bagi yang status kepesertaan JKN-nya
publikasi/edukasi /sosialisasi m JKNJIKN 'Il:k“iﬂf belum terdaftar/tidak aktif, maka harus
PEMOHON SIM sudah '
petugas mengimbau untuk | menunjukkan : -
aiF “"";“amfp“ﬁ" tindak lanjut pengaktifan 1T = Virtual Account (VA) pendafataran »
(seperti halnya surat kepesertaan JKN (proses 1| JKN, atau |
keterangan sehat) penerbiatan SIM tetap I'| - Bukti bayar/pelunasan luran JKN, atau |,
dilanjutkan) || - Bukti mengikuti cicilan tunggakan I
'\ iuranJKN (Program Rehab) I




Pelaksanaan Uji Coba Perpol No. 2 Tahun 2023

(8] BER esenaa

No Wilayah Kepolisian Jumlah Polres Wilayah BPJS Kesehatan
: Polda Aceh 23 Polres Kedeputian Wilayah |

2 Polda Sumatera Barat 19 Polres Kedeputian Wilayah |l

3 |Polda Sumatera Selatan 17 Palres Kedeputian Wilayah Il

f Polda DKI Jakarta 5 Polres Kedeputian Wilayah [V

> Polda Kalimantan Timur 9 Polres Kedeputian Wilayah VIl

b Polda Bali 9 Polres Kedeputian Wilayah XI

/ Polda NTT 21 Polres kedeputian Wilayah XI

Uji Coba akan dilaksanakan
Mulai 1 Juli sd 30 September 2024

Hal —hal krusial dalam persiapan Uji Coba :

Penyampaian informasi kepada
Masyarakat daerah uji coba sebelum 1
Juli 2024 (Peran Publikasi)

Kesiapan seluruh jajaran pelayanan SIM
mengikuti skema alur penerbitan SIM,

dengan pemberlakuan Perpol No. 2
Tahun 2023 untuk memastikan
kepesertaan JKN aktif bagi pemohon SIM
Kesiapan SDM, sarana, dan akses untuk
pengecekan status kepesertaan JKN

BPJS Kesehatan akan melakukan
pendampingan pada layanan SIM pada
selama 1 minggu awal uji coba




BPJS Kesehatan

Eadan Penyelenggam lamanan Soseal

(5} Timeline Uji Coba Implementasi Perpol 2 Tahun 2023

1. Pelaksanaan Uji
Implementasi Perpol
2023

2. Pendampingan dari KC BPJS Kes
(1 minggu awal uji coba)

3. Monitoring dan supervisi

pelaksanaan Uji Coba di layanan
SiM

Coba
2 Tahun

OKTOBER
2024

Implementasi Perpol No. 2 Tahun
2023 secara Nasional

01 Juli - 30 September 2024
1. Pencetakan dan Distribusi Desain Evaluasi Pelaksanaan :
Banner, Poster, Spanduk di JULI-SEPT Uji Coba Implementasi NOVEMBER
Layanan SIM Perpol No. 2 Tahun 2024
2. Sosiglisasi dan koordinasi teknis 2024 2024
pelaksanaan Uji Coba Implementasi
Perpol 2/2023 kepada Jajaran
EEIHFTE" SIM dan Jajaran BPJS di |T-"la!: LI]_I l:n_ha-l_mp:m:!ﬂ; P:rpnTI
aera
3. Publikasi Ul Coba melalui media Iﬁﬂmm R
online, media cetak, dan media | el RAcE m’"’m" PP
sosial

I mengholangi proses penerbitan SIM) |

F-_-_—_“--_

Masa Sosialisasi dan Publikasi Uji Coba | =
I Implementasi Perpol 22023 ]
| (mulal dilokukan pemberian informaosi
] dan edukosi oleh operotor pelayanon SIM I

kepada pengaju SIM) |
=

— e —— —— e —
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PENGECEKAN STATUS KEPESERTAAN JKN

4 2

@ BRIS Kesehatan

Pengecekan

Kepesertaan JKN dapat
dilaksanakan melalui :

1. Pandawa : Layanan

No 1 dan 2 pengecekan
dapat dilakukan secara
mandiri oleh Peserta,
No. 3 pengecekan harus
diakukan BPJS/Pihak

Portal Informasi
Kepesertaan JKN

Administrasi Melalui

Lain yg diberi hak akses
Whatshapp yang Dilayani

1. BPIS Kesehatan telah menyiapkan web portal JKN
oleh Petugas BPIS \ /

melalui https://bpis-checking.bpijs-
Kesehatan / \ I:;;:f;a;:ung.fs;:g;’g;:ta;nfnrmas:/ yang dapat diakses
(0811 8 165 165) “Key” untuk
1. Aplikasi Mobile JKN pengecekan status 2. Petugas dapat diberikan hak akses web portal BPIS
2. Web Portal BPIJS Kepesertaan JKN melaui Kesehatan, dengan penyampaian fakta integritas
Kesehatan Web Portal :
Nomor BPJS / JKN

Nomor NIK
Py €
.

3. Petugas yang mendapat hak akses web portal JKN dapat
melakukan pengecekan status keaktifan JKN bagi calon

/ pemohon SIM.
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s Badan Penyelenggara Jaminan Sosial TINDAK LANJUT HAS". PENGECEKAN STATUS KEPESERTMN JKN

‘ Simulasi atas Hasil Pengecekan Status Kepesertaan JKN \

Belum terdaftar sebagai

Sudah Terdaftar Namun Kepesertaan JKN
Status peserta JKN Aktif P

Peserta JKN Tidak aktif

1. Pemohon SIM  diarahkan  untuk A. Karena menunggak iurar!JI(N
melakukan pendaftaran Peserta JKN, 1. Pemohon SIM diarahkan membayar

proses penerbitan SIM tetap berlanjut, tunggakan iuran.

Proses Penerbitan SIM dan pada saat penyerahan SIM, 2. Sebagai buktinya pemohon SIM dapat
dapat berlanjut sampai pemohon sudah harus menunjukkan melampirkan bukti pembayaran
dengan SIM diserahkan bukti  telah melakukan proses pelunasan iuran JKN atau bukti

kepada pemohon pendaftaran kepesertaan JKN. mengikuti program cicilan pembayaran

iuran (REHAB)

2. Bagi peserta mandiri menunjukkan B. Kepesertaan Tidak aktif karena masalah
Virtual Account (VA) sebagai bukti kepesertaan, Pemohon SIM diarahkan untuk
pendaftaran peserta JKN menghubungi Petugas BPIS Kesehatan melalui

3. Bagi peserta PPU menunjukkan telah Care Center 165, Nomor WA BPJS Kesehatan
didaftarkan oleh pemberi kerja. atau datang ke Kantor BPJS Kesehatan
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& ggggyggggggggg TINDAK LANJUT BAGI PEMOHON SIM
YANG BELUM TERDAFTAR JKN / PESERTA JKN TIDAK AKTIF

DAHNYA MENJAD

ATERAR O 0y
N ATA

IR ASIONAL (JKN) N

1. Kemudahan dalam Pendaftaran JKN

2. Kemudahan Dalam Pembayaran luran JKN

3. Kemudahan Terkait Kendala Layanan
Administrasi Kepesertaan JKN

CARA DAFTAR

—————— CARA NYICIL IURAN —Mo

TS
ALUR PENDAFTARAN, PEMBAYARAN IURAN TELAH DISEDIAKAN = !

DALAM BANNER
(Dipasang pada lokasi pelayanan SIM yang dapat diakses dengan
mudah oleh Pemohon SIM)




(o} BRISKesenatan 1. Kemudahan Pendaftaran Peserta JKN bagi Pemohon SIM yang belum terdaftar JKN

o;,o Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
O rrr— @

Ini adalah Nomor Virtual Account Anda,
yang bisa dibayarkan pada Bank sebagal berikut : -J
Seicmat dotong o kanal ikyonan pandawa i -« BNI : 88888
Sohkan pilin menu transoksi Layanan - BRI - BBBBS
PANDAWA : R - BTN : 88888
Layanan Administrasi “ oo - —_— squmuh:-::?soooo
Me'alui WhatShapp yans Panarmbahan Anggoto Keluargo ; ; ° Kepesenaan Akm
Dilayani oleh Petugas e setelah dilakukan
11 8 165 165 Pongoktitaon Kembaoll Siotus Kepesenaan ‘Tvl':"lw: 0"»1‘ :l":‘ 11yt haoe axdoieh Rt 10 setig fudan beejekin emba aran iuran
i ) oy BPRJSKesehatan ppada zari ke 14
Perubahon | Perbaikan Data
Peserta mengakses . = . setelah
Pandiaia melaluigWhatsa Peserta memilih fitur Peserta mengisi data pada Muncul Virtual Account pendaftaran
\ i 08118165165pp “Pendaftaran Baru" field yang disediakan Pembayaran luran Peserta /
O r— @ ®
e Inl adalah Nomor Virtual Account Anda,
---- yang bisa dibayarkan pada Bank sebagai berikut
———— - BN : 88888
- e b e - BRI : 88888 :
e e e o i Kepesertgan Aktif
S i e e » MANDIRI - 89828 setelah dilakukan
o A Squmion: Rp 19000 pembayaran iuran
o) O . .:-...,...:;__,.-,__;__ Protrborys a0 dagu! Sladusan paca tavgor 2M 1002) pada hari ke 14
Peserta . =y & o 2 = T = s L L e e setelah
mengunduh Mobile raeiie | g i e {5} BRIS P\P\( Im(.m pendaftaran
JKN melalui Google = =
o o Muncul Virtual Account
Playstore dan Apps Peserta memilih fitur Peserta mengisi data pada field yang Pembavaran Iuran Peserta
\ Store “Pendaftaran Peserta disediakan y
Baru”

-



BPJS Kesehatan ,
2. Kemudahan Pembayaran luran JKN Bagi Pemohon SIM yang menunggak luran JKN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

.5;‘
Bagi yang belum mampu melunasi tunggakan iuran JKN

telah tersedia Program Pembayaran luran Bertahap /
Cicilan (REHAB)

Bagi yang mampu melunasi tunggakan iuran JKN, tersedia
tempat pembayaran iuran di berbagai kanal

1

Kanal Pembayaran luran JKN ﬂ
~
it end” "EN [QeAOR BkBTH & BEA S| o P!
| Program REHAB daftar 5 S B '.é?._.:
Aot B B [ Lawson TRANSOrT Inpn CUKUP Melalui APKESI | i miois s oo
— Mobile JKN N e o
rdosit g iy - e 2 —
|dorﬁpetku tokopedlo a%es ﬁ)gﬂm‘% LoTTEMart BANK () BPD DIY Pilih jangka waktu pembayaran \z.,' 3o :h, Q‘q
, bertahap RYEEt -secsiiory e
Mot navoal gonksutens ADIRA & Minimal 2 bulan & Maksimal L s o .
ba.@& Ipsioy 9 FINANCE Ogojek BANK BUKOPIN setengah dari total bulan L*l ﬁ B ==
Z "X & E menunggak a7 st el o ..,.::.".'L‘.’. ..... oot
o Qoace umafama SLANIA piripp - Deime 5. fi\ i
@ ) ‘
i\ Bank 'sinarmas ~ Bank .#Nagari
&\r‘nuu (J ML;amalat é“SG 2 Pegadaian { Ba"kjate“g
st BankJAceh  AgenBRILnk  baniatin

1 Maybank (}BMS st
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3. Kemudahan Layanan Pengaktifan Kembali Status

Kepesertaan JKN

Melalui Whatshapp Bagi

PANDAWA :

Layanan Administrasi
Melalui Whatshapp yang
Dilayani oleh Petugas

(0811 8 165 165)

A /

Peserta mengakses
Pandawa melalui Whatsapp
di nomor 08118165165

Selamat datang di kanal loyanan pandawa.
Silahkan pillh menu transaksi Layanan

Pendaftaran Baru

Penambahan Anggota Keluarga

Pengaktifan Kemball Status Kepessrtaan

Perubahan | Perbalkan Data

Peserta memilih fitur “Pengaktifan
Kembali Status Kepesertaan”

Pengaktifan Kembali Status Kepesertoan

Pindah Jenis Peserta Non Aktit Menjadi PBRPU/Mandiri

Biodata

Nomaor NIK (16 Karakter)*

Masukkan nomor NIk

MNamor KK (16 Karakter)*

Peserta mengisi data pada field yang
disediakan

@ Eapaka’lm:i

Ini adalab Nomaor Virtual Account Anda,
yang bisa dibayarkan pada Bank sebagal Berikut |

- BMI : Bassd
- BRI : Bessa
- BTN : Bagag
- MANDIRI : G988
Sejumiah : Rp.150,000
Pombarjsran el dilakukan pat kang il BN
Trlll:t:.:.:lr“ﬁf'mu.v aran sl longal 10 e ke barplen

f:u It!-l{!i. Kesehatan

lasies Deespipeeynn

Muncul Virtual Account
Pembayaran luran.

Pesertaa Non Aklif segmen pekerja penefima upah
(PP}

Peserta Non Akitf segmen PBPU/BP Pemda
Peserta Non Aklif segmen PBI JK

Peserta warga negara Indonesia yang linggal di
luar negeari selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
danfatau

Peserta BP Penyelenggara Negara alau PPU ana
yang berusia lebih dari atau sama dengan 21
tahun sampai dengan kurang dari 25 tahun




& BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggaca Jammnan Sosal

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 2 TAHUN 2023
MENJADI WUJUD NYATA KEHADIRAN NEGARA
MELALUI LAYANAN SIM OLEH KEPOLISIAN NEGARA RI
DALAM MEMASTIKAN SELURUH PENDUDUK
MENDAPATKAN HAK PERLINDUNGAN JAMINAN KESEHATAN
DAN MENJADI WUJUD NYATA BAHWA REGULASI PEMERINTAH
(PP NO. 86 TAHUN 2013) TELAH DAPAT DILAKSANAKAN
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BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Terima ‘Kasih

www.bpis-kesehatan.go.id

® O bpjskesehatan_ri @ © BPJS Kesehatan @ BPJSKesehatanRl

N9 PANDAWANS
08118 165 165




